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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas terbitnya Profil
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan
semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.
Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan

kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam

penyusunan Profil ini.

Profil ini disusun berdasarkan data rutin maupun data survei dari unit teknis di
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta institusi lain terkait, yaitu Badan
Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Informasi yang disajikan meliputi data
dan narasi tentang situasi demografi, fasilitas pelayanan kesehatan, Upaya
Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), tenaga kesehatan, pembiayaan
kesehatan, kesehatan keluarga, serta pengendalian penyakit dan kesehatan
lingkungan tahun 2020. Profil ini menyajikan gambaran dan perbandingan antar
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, tren dari tahun ke tahun dan narasi lainnya
yang dipandang perlu disampaikan.

Buku Profil Kesehatan ini tersedia dalam bentuk soft copy yang dapat diunduh

melalui  website www.dinkes.sumselprov.go.id. Kritik dan saran dapat

disampaikan kepada kami sebagai masukan untuk penyempurnaan profil

kesehatan yang akan datang.

Palembang, Agustus 2022
“Pit-¥epala Dinas Kesehatan
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I. GAMBARAN UMUM
]

A. KEADAAN GEOGRAFIS

Secara astronomis, Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan
ketinggian rata- rata + 79 meter di atas permukaan laut yang terletak antara 1°- 4°
Lintang Selatan dan antara 102°-106° Bujur Timur dengan luas wilayah adalah
berupa daratan seluas 87.421,24 km?. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi
Sumatera Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut:
» Sebelah Utara : Provinsi Jambi
» Sebelah Selatan : Provinsi Lampung
» Sebelah Barat : Provinsi Bengkulu
» Sebelah Timur : Provinsi Bangka Belitung.

Peta geografis Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah

ini:
Gambar 1.1
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan
G PETA ADMINISTRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN ‘_ﬂ ‘

Sumber: www.google.com, 2021
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Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari 13
kabupaten, 4 kota, 241 kecamatan, 386 kelurahan, 2.903 desa (Lampiran 1).

Berikut administrasi pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021:
Tabel 1.1

Data Administrasi Pemerintahan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

LUAS DESA+KELURAHAN

No | KABUPATEN IBUKOTA |WILAYAH

(Km?) DESA | KEL [JUMLAH
1 O?an Komering Baturaja 4.797,06 143 14 157
2 ggL;n Komering llir | Kayu Agung 18.359,04 | 314 13 327
3 |Muara Enim Muara Enim 7.383,90 246 10 256
4 |Lahat Lahat 5.311,74 360 17 377
5 [Musi Rawas Muara Beliti 6.350,10 186 13 199
6 [Musi Banyuasin Sekayu 14.266,26 | 230 13 243
7 |Banyuasin Pangkalan 11.832,99 | 288 17 305
Balai

8 |OKU Selatan Muara Dua 5.493,94 252 7 259
9 |OKU Timur Martapura 3.370,00 325 7 332
10 |Ogan llir Indralaya 2.666,09 227 14 241
11 |Empat Lawang Tebing Tinggi 2.256,44 147 9 156
12 [|PALI Talang Ubi 1.840,00 91 6 97
13 |Muratara Muara Rupit 6.008,55 82 7 89
14 |Palembang Palembang 369,22 0 107 107
15 |Prabumulih Prabumulih 251,94 12 25 37
16 |Pagar Alam Pagar Alam 633,66 0 35 35
17 |Lubuk Linggau Lubuk Linggau | 401,50 0 72 72
JUMLAH (KAB/KOTA) 91.592,43 2903 386 3289

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel, 2022

B. KEADAAN PENDUDUK

Penduduk merupakan komponen penting dalam mengelola pembangunan
karena penduduk merupakan faktor kunci pembangunan yang berkelanjutan
sebagai pelaku pembangunan sekaligus pengguna dari hasil-hasil pembangunan.
Penduduk juga yang merasakan secara langsung dampak yang diakibatkan oleh
pembangunan.

Di samping itu, penduduk juga merupakan beban dalam

pembangunan, karena itu pembangunan sumber daya manusia dan pengarahan
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mobilitas penduduk perlu dilakukan agar mempunyai ciri dan karakteristik yang
mendukung pembangunan.

Berdasarkan hasil penduduk interim tahun 2021, jumlah
penduduk di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 8.550.849 jiwa, terdiri dari
4.360.069 jiwa laki-laki dan 4.190.780 jiwa perempuan. Adapun tren jumlah
penduduk Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada

Gambar 1.2 berikut:

proyeksi

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017 s/d 2021 (dalam Jutaan)

8,6 1 = 8550849
85 - - g470683 " 8467432 —
= 8,391489
M -
8,3 1 ™ 8266983
]
82 -
8,1 T T T T 1
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi, sama halnya pada tahun sebelumnya, jumlah
penduduk paling banyak di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Kota Palembang
sebanyak 1.686.073 jiwa dan yang paling sedikit di Kota Pagar Alam sebanyak
145.266 jiwa. Secara rinci data estimasi jumlah penduduk per provinsi dapat
dilihat pada Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021
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Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal
dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk
dari nol sampai dengan 65 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan
jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi
sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida
tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur
penduduk muda, dewasa dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi
kebijakan kependudukan, sosial, budaya dan ekonomi.

Adapun jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 menurut
jenis kelamin dan kelompok umur adalah sebagai berikut:

Gambar 1.4
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel, 2022
Piramida penduduk Indonesia pada Gambar 1.4 berbentuk kerucut dengan

alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur
penduduk di Sumatera Selatan termasuk struktur penduduk muda (Lampiran 2).
Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan
menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan
tingkat persebaran penduduk suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk
menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar

angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang
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mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi
umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial
ekonomi. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan
pemerataan dan persebaran penduduk.

Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 rata-
rata 93,36 jiwa/km? dari jumlah penduduk seluruhnya 8.550.849 jiwa dibanding
dengan luas wilayah 91.592,43 km? (Lampiran 1). Kepadatan penduduk pada
tahun 2021 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020
sebesar 92,45 jiwa/kmz2,

Konsentrasi penduduk terdapat di Kota Palembang sebagai ibu kota
provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu berkisar 4566,58 jiwa/km?,
sangat berbeda jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten
Muratara dengan luas wilayah 6008,55 km? merupakan wilayah dengan

kepadatan penduduk terendah yaitu 31,69 jiwa/kmz2.

Gambar 1.5
Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel, 2022

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas
penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau Dependency Ratio.
Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk
berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas
(keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah
penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai
indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara.

Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban
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yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase
dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban
yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2021 sebesar 48,11. Angka ini meningkat dari tahun 2020 sebesar 44,35.
Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Sumatera Selatan yang produktif, di samping
menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 48 orang yang tidak
produktif. Angka Beban Ketergantungan per Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan secara detail dapat dilihat pada Gambar 1.6 berikut:

Gambar 1.6
Angka Beban Ketergantungan menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumser: Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel Tahun, 2022

C. KEADAAN EKONOMI

Kemiskinan dalam arti luas diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang
dalam memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya.
Kemiskinan dalam arti luas diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam
memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Menurut
BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran.
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Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat
pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara Yyang
mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan
konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan
pengeluaran, baik garis kemiskinan non makanan maupun garis kemiskinan
makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara
dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebesar
1.113,76 ribu jiwa (12,84 persen), naik dibanding tahun 2020 yang sebesar
1.081,59 ribu jiwa (12,66 persen). Data mengenai jumlah penduduk miskin dan
persentasenya secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.7
Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel, 2022

Berdasarkan Gambar 1.7, penduduk miskin terbanyak di Sumatera Selatan
berada di Kabupaten Muratara (20,11%), Lahat (16,46%) dan Musi Banyuasin
(15,84%). Sedangkan terendah terdapat di Kota Pagar Alam (9,4%), Kabupaten
OKU Timur (10,6%) dan Banyuasin (10,75%).
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Salah satu alat ukur untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan
adalah Koefisien Gini/Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu
koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi
pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1.
Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terdapat kemerataan sempurna pada
distribusi pendapatan (pemerataan sempurna), sedangkan apabila bernilai 1 berarti
terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna (ketimpangan sempurna).
Pada tahun 2021, nilai Indeks Gini Sumatera Selatan adalah 0,341 dimana
mengalami peningkatan 0,01 dari tahun 2020 (0,339).

D. KEADAAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi yang menentukan masa
depan bangsa di masa mendatang. Pendidikan bermutu sebagai hasil upaya
tersebut akan menjadi modal menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas dan berdaya saing.

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan
kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat
berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran AMH digunakan
untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki
kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah
pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut
mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di
berbagai bidang kehidupan. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15
tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat
sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Berdasarkan jenis kelamin, di Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2021, AMH laki-laki (99,28 %) lebih tinggi dari
perempuan (98,27 %). Secara rinci dan detail, AMH menurut kabupaten/kota
dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 1.8
Persentase Penduduk Usia >15 Tahun yang Melek Huruf
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel, 2022

Gambar 1.9
Persentase Penduduk Usia >15 Tahun
menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel, 2022

Berdasarkan gambar di atas, persentase penduduk usia >15 tahun menurut
pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbanyak pada penduduk yang tidak
memiliki ijazah SD/MI sebesar 27,87% dan terendah pada lulusan D1/DII sebesar
0,28% (Lampiran 3).
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II. SARANA KESEHATAN
e

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan
sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab ini akan membahas tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri
dari Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut (FKTRL)
dan juga menjelaskan data fasilitas kefarmasian dan alat kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Rl Nomor 8 Tahun 2019 adalah proses untuk meningkatkan
pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat
untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara
fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif
serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah wahana
pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat,
dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari
petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Proses dalam
mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal
dan eksternal yang saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan
dinamis. Salah satu faktor eksternal dalam proses pemberdayaan masyarakat
adalah pendampingan oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Peran fasilitator
pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses
berjalan sampai masyarakat sudah mampu menyelenggarakan UKBM secara
mandiri dan menerapkan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS). Salah satu
UKBM vyang paling aktif dan dikenal masyarakat adalah Posyandu (Pos

Pelayanan Terpadu), selain itu terdapat beberapa jenis UKBM di antaranya
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Posyandu lansia, Pos UKK (Unit Kesehatan Kerja), Polindes (Pondok Bersalin
Desa), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan

Terpadu Penyakit Tidak Menular).

A. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT
(UKBM)

Posyandu (Pos pelayanan terpadu) adalah lembaga kemasyarakatan yang
mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan
pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah.
Secara kelembagaan Posyandu merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, terutama anak usia dini serta ibu
hamil, menyusui dan nifas.

Sesuai Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa, Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM
yang secara kelembagaan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Secara
pembinaan teknis, Posyandu dibina oleh Puskesmas dan lintas sektor terkait
sesuai dengan kegiatan pengembangan yang telah dilakukan, sedangkan
pembinaan kelembagaan Posyandu dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang menyelenggarakan
minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana,
perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Adapun rasio Posyandu per
100 balita di Sumatera Selatan tahun 2021 adalah sebesar 0,9 per 100 balita,
menurun dari tahun lalu yang mencapai 1,2 per 100 balita. Perkembangan
Posyandu mulai dari pratama, madya, purnama, dan mandiri di Provinsi Sumatera

Selatan seperti pada Gambar 2.1 di bawah ini:
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Gambar 2.1
Jumlah Posyandu Aktif

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
767

800 —
700 618 632 645%
600 =]
500 455
400 4315 369 324
296
300 276 268
200 114 109 24| | 103 132 92
100
O T T T T T T T T \_ T T T T T \_ T \— i
O L QA P LN LIS R Q&
o~ © & F & o’z"’\ 0'2’9\ O@ O\j’0 360 ¥ (5@ ‘O’bo <°&\ e O%Q?
@0 @ ‘9\% D Q'b Q’b Q\ Q’b ,0\)

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Dari gambar di atas, diketahui bahwa kabupaten/kota yang terbanyak
melakukan Posyandu aktif adalah Kabupaten OKI sebanyak 767 Posyandu aktif
dan terendah pada Kota Lubuk Linggau sebanyak 92 posyandu aktif (Lampiran
10).

Gambar 2.2
Persentase Strata Posyandu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022
Sumatera Selatan mempunyai Posyandu sampai dengan akhir tahun 2021
sejumlah 6.740 Posyandu, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 6.236

Posyandu. Strata Posyandu terbanyak adalah tingkat Purnama sebanyak 4.597
(68,2%). Sedangkan Posyandu Purnama Mandiri (Puri) kini mencapai 83,62 %
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atau 5.636 Posyandu. Posyandu Puri adalah Posyandu yang dapat melakukan 5
program pelayanan dasar secara lengkap yaitu KIA, KB, imunisasi, gizi serta
pencegahan diare bersama kader >5 orang. Di samping itu, Strata Posyandu Puri
dapat dikembangkan menjadi Taman Posyandu, dengan kata lain Taman
Posyandu dibentuk melalui tiga pilar yaitu Posyandu Puri, BKB serta PAUD.

Gambar 2.3
Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Dari gambar di atas, terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Selatan telah mencapai strata PURI > 60%. Adapun kabupaten/kota
yang mempunyai persentase Posyandu PURI terbanyak yaitu Kota Pagar Alam
yaitu sebanyak 100% (132 Posyandu PURI dari 132 Posyandu), sedangkan
terendah terdapat pada Kabupaten Empat Lawang sebanyak 64% (114 Posyandu
PURI dari 178 Posyandu).

Selain Posyandu, terdapat beberapa jenis UKBM, yaitu Poskesdes (Pos
Kesehatan Desa), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), Posyandu Lanjut Usia
(Lansia), dan Posbindu PTM. (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).
Pergeseran tipe penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia dari penyakit
menular menjadi penyakit tidak menular menjadikan peran Posbindu PTM
menjadi sangat penting. Persebaran Posbindu di Sumatera Selatan dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:
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Gambar 2.4
Jumlah Pos Binaan Terpadu (Posbindu) PTM
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Dari gambar di atas, diketahui bahwa kabupaten yang mempunyai
Posbindu PTM terbanyak adalah Kabupaten Lahat sebanyak 377 Posbindu dan
paling sedikit terdapat di Kota Pagar Alam sebanyak 34 Posbindu (Lampiran 10).

B. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif di wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah
promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu dan anak,
keluarga berencana, perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular, dan
pengobatan.

1. Puskesmas berdasarkan Kemampuan Pelayanan
Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi atas dua kategori
yaitu Puskesmas rawat inap dan Puskesmas non rawat inap. Berikut disajikan

jumlah Puskesmas yang ada di Sumatera Selatan tahun 2021
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Tabel 2.1
Jumlah Puskesmas
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
Jenis Puskesmas

Kabupaten/Kota m Jumlah
Inap

1 Ogan Komering Ulu 6 12 18
2 Ogan Komering Ilir 16 16 32
3 Muara Enim 7 15 22
4 Lahat 11 22 33
5 Musi Rawas 12 7 19
6 Musi Banyuasin 6 23 29
7 Banyuasin 15 18 33
8 OKU Selatan 7 12 19
9 OKU Timur 11 11 22
10 Ogan Ilir 8 17 25
11 Empat Lawang 4 6 10
12 PALI 1 7 8

13 Muratara 7 1 8

14 Kota Palembang 0 41 41
15 Kota Prabumulih 1 8 9

16 Kota Pagar Alam 3 4 7

17 Kota Lubuk Linggau 2 8 10
Provinsi Sumatera Selatan 117 228 345

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan
sejumlah 345 Puskesmas yang tersebar di 17 kabupaten/kota, terdiri dari 117
Puskesmas rawat inap dan 228 Puskesmas non rawat inap. Jumlah Puskesmas
tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, dari 343 Puskesmas menjadi
345 Puskesmas. Peningkatan jumlah Puskesmas tersebut menggambarkan upaya
pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer. Rasio
Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 adalah sebesar 4,035 per
100.000 penduduk, menurun dari tahun 2020 (4,051 per 100.000 penduduk).
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2. Akreditasi Puskesmas

Permenkes No. 43 Tahun 2019 menyatakan akreditasi puskesmas yang
selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan
Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi
standar akreditasi. Dengan akreditasi puskesmas diharapkan dapat membangun
sistem tata kelola yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan melalui
perbaikan tata kelola: 1) manajemen secara institusi, 2) manajemen program, 3)
manajemen risiko, dan 4) manajemen mutu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pasal 39 menyatakan bahwa dalam
upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara
berkala minimal tiga tahun sekali. Dan sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan
dasar hukum yang mengatur teknis pelaksanaan akreditasi Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) melalui Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan
Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Di Sumatera Selatan, terdapat 334 Puskesmas yang telah terakreditasi
(96,8%). Kabupaten/kota dengan persentase akreditasi 100% adalah sebagai
berikut: Kabupaten OKU, Musi Rawas, Banyuasin, OKUS, OKUT, Ogan llir,
Muratara, Kota Palembang, Prabumulih dan Pagar Alam. Kabupaten dengan
persentase akreditasi terendah terdapat pada Kabupaten PALLI sebesar 87,5%. Dari
334 Puskesmas yang telah terakreditasi tahun 2021, untuk tingkat kelulusan
akreditasi masih didominasi oleh status kelulusan madya dan dasar. Adapun
distribusi tingkat kelulusan akreditasi Puskesmas adalah sebanyak 206 (59,71%)
Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan madya, 81 (23,5%) Puskesmas
terakreditasi dengan status kelulusan dasar, 42 (12,17%) Puskesmas terakreditasi
dengan status kelulusan utama dan 5 (1,4%) Puskesmas terakreditasi dengan
status kelulusan paripurna. Data mengenai akreditasi Puskesmas dapat dilihat

pada Gambar di bawah ini:
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Gambar 2.5
Cakupan Akreditasi Puskesmas
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022

C. RUMAH SAKIT

Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain
dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan
rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat
diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan
kesehatan rujukan.

Jumlah rumah sakit di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 adalah
sebanyak 87 rumah sakit, terdiri dari 68 rumah sakit umum (78,16%) dan 19
rumah sakit khusus (21,84%) sesuai dengan data pada Lampiran 4. Menurut
pemilikan/pengelola, rumah sakit terbanyak dimiliki oleh swasta sebanyak 43
rumah sakit (49,43%). Adapun rincian jumlah rumah sakit berdasarkan
pemilikan/pengelola tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.6
Jumlah Rumah Sakit berdasarkan Pemilikan/Pengelola
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022
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Jumlah pelayanan gawat darurat level 1 rumah sakit umum dan rumah
sakit khusus di Sumatera Selatan adalah sebesar 100% (Lampiran 6). Indikator
BOR (Bed Occupancy Rate) pada tahun 2021 sebesar 34,5%, menurun dari tahun
sebelumnya sebesar 34,8%. Untuk rata-rata lama hari perawatan/Average Length
of Stay (ALOS) Sumatera Selatan pada tahun 2021 selama 5 hari, meningkat dari
tahun sebelumnya selama 3 hari.

TOI (Turn Over Interval) yaitu nilai rata-rata hari tempat tidur tidak
ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan
gambaran tingkat efisiensi dari penggunaan tempat tidur. Pada tahun 2021, TOI
Sumatera Selatan yaitu selama 11 hari. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya
jumlah kunjungan pasien rawat inap.

BTO (Bed Turn Over) yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah kapasitas
tempat tidur. Pada tahun 2020 didapatkan nilai BTO sebesar 39. Angka ini di
bawah standar nasional 40-50. Berdasarkan data di atas khususnya untuk BOR
dan TOI, dapat diambil kesimpulan bahwa BOR dan TOI berbanding terbalik
yang artinya semakin banyak dan seringnya tempat tidur yang terpakai maka
interval tempat tidur dari terisi ke saat tidak terisi semakin sedikit.

Tahun 2021, terdapat 63 rumah sakit (72,4%) yang telah terakreditasi di
Sumatera Selatan. Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, terdapat 10
kaupaten/kota yang rumah sakitnya telah 100% terakreditasi, yaitu Kabupaten
Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur, Ogan llir,
PALI, Muratara, Kota Prabumulih dan Pagar Alam. Adapun distribusi tingkat
kelulusan akreditasi rumah sakit adalah sebanyak 19 (21,8%) Puskesmas
terakreditasi dengan status kelulusan dasar, 12 (13,8%) rumah sakit terakreditasi
dengan status kelulusan madya, 7 (8%) rumah sakit terakreditasi dengan status
kelulusan utama dan 25 (28,7%) rumah sakit terakreditasi dengan status kelulusan
paripurna. Data mengenai akreditasi rumah sakit dapat dilihat pada Gambar di

bawah ini:
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Gambar 2.7
Cakupan Akreditasi Rumah Sakit
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022

D. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
1. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

Salah satu komponen penting dari sarana pelayanan kesehatan yang
bermutu adalah manajemen logistik obat yang mencakup pengadaan, distribusi
dan penyimpanan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk
biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi
atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,
penyembuhan, pemulihan,  peningkatan  kesehatan  dan  kontrasepsi
(UU No. 36 Tahun 2009). Sedangkan vaksin adalah bahan yang dipakai untuk
menstimulus dan merangsang pembentukan antibodi yang biasanya dimasukkan
pada tubuh manusia melalui mulut maupun suntikan (Muslihatun: 2010).

Pada tahun 2021, rata-rata ketersediaan 20 jenis obat dan vaksin di
Puskesmas se-Provinsi Sumatera Selatan sebesar 89,6%, meningkat dari tahun
sebelumnya 86% (Lampiran 9). Gambaran tentang ketersediaan obat dan vaksin di
kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dapat dilihat pada

gambar di bawah ini:
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Gambar 2.8
Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan)
Kabupaten/Kota yang cakupan ketersediaan obat dan vaksin nya 100% yaitu
Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur, PALLI,
Kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuk Linggau. Kabupaten yang
paling rendah cakupannya adalah Kabupaten OKI sebesar 56,3%. Obat dan vaksin
sebanyak 20 item tersebut harus tersedia di seluruh Puskesmas, agar Puskesmas
dapat memberikan pelayanan pengobatan yang maksimal kepada masyarakat di
wilayahnya. Tingkat ketersediaan di Puskesmas minimal 16 item (80%) dari 20
item obat indikator. Berdasarkan hasil analisa jumlah ketersediaan obat dan vaksin
di Puskesmas menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan
ada beberapa Kabupaten/Kota yang ketersediaan obat dan vaksin esensial tidak

mencapai 80%, yaitu Kabupaten OKI dan Banyuasin.

2. Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana
pelayanan kesehatan yang dimiliki suatu wilayah adalah jumlah sarana produksi

dan distribusi sediaan farmasi (Lampiran 4).

a. Sarana Produksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan
menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan

upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi di
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bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat
Tradisional (10T), Usaha Kecil Obat Tradisional/Usaha Mikro Obat Tradisional
(UKOT/UMOT), Produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Produksi Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika. Berikut cakupan
sarana produksi di Sumatera Selatan tahun 2021

Tabel 2.2
Cakupan Sarana Produksi Kefarmasian
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No Sarana Jumlah
1 Industri farmasi 1
2 Industri obat tradisional 1
3 Usaha mikro obat tradisional 3
4 Produksi alat kesehatan 2
5  Produksi PKRT 4

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022

b. Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya
oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain Pedagang
Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
Berikut sidtribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan di 17 Kabupaten/Kota di
Sumatera Selatan pada periode tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 2.3
Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No Sarana Jumlah
1  Pedagang Besar Farmasi 56
2  Apotek 841
3  Toko obat 171
4 Toko alat kesehatan 35
5  Penyalur alat kesehatan 73
6  Cabang penyalur alat kesehatan 29

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022
PBF memegang peranan penting dalam upaya menjamin ketersediaan,

pemerataan dan keterjangkauan obat dan bahan obat untuk pelayanan kesehatan
dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat atau bahan obat yang

tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan
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kemanfaatan. Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa jumlah PBF di Sumatera
Selatan pada tahun 2021 adalah sebanyak 56 buah.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan
praktek kefarmasian oleh Apoteker. Orientasi pelayanan kefarmasian di apotek
saat ini telah bergeser, semula hanya berorientasi pada pelayanan produk
(productoriented) menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
hidup. Terdapat 841 apotek yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumatera
Selatan pada tahun 2021, bertambah dari tahun sebelumnya sebanyak 637 apotek.

Toko obat merupakan salah satu sarana distribusi yang mengalami
perkembangan yang cukup pesat, meskipun banyak yang sudah mulai beralih izin
menjadi apotek. Sebagai bagian dari sistem distribusi obat, toko obat memiliki
fungsi yang strategis dalam upaya pemerataan ketersediaan obat agar obat mudah
diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan salah satu
kebijakan nasional di bidang obat. Pembinaan dan pengawasan mutlak dilakukan
dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan obat dan kesalahan dalam
penggunaan obat. Berdasarkan ketersediaannya, jumlah sarana toko obat di

Sumatera Selatan pada tahun 2021 adalah sebanyak 171 toko obat.

E. KLINIK, UTD DAN LABORATORIUM KESEHATAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang KIlinik,
mendefinisikan  klinik  sebagai  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan
medik dan/ atau spesialistik. Pada tahun 2020, di Sumatera Selatan terdapat 2
klinik pratama yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014, Unit Transfusi Darah (UTD) adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah,
penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Pada tahun 2021, terdapat sebanyak
19 (sembilan belas) UTD di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan Palang Merah
Indonesia (PMI). Berdasarkan status kepemilikan, UTD yang berada di bawah
PMI sejumlah 6 UTD (Prov. Sumsel 1 UTD dan Kab/Kota 5 UTD), pemerintah
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No.

pusat 1 UTD dan pemerintah daerah sebanyak 12 UTD.

Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam
pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan. Laboratorium kesehatan diperlukan
untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam
penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit dan kondisi kesehatan tertentu.
Jumlah laboratorium kesehatan yang terdapat di Sumatera Selatan adalah
sebanyak 23 laboratorium. Adapun kepemilikan laboratorium kesehatan oleh
pemerintah pusat sebanyak 1 laboratorium, kabupaten/kota sebanyak 9
laboratorium dan swasta sebanyak 13 laboratorium.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Kesehatan menurut Pemilikan/Pengelola
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

- Jumlah Sarana Kesehatan
Fasilitas

Kesehatan Kemenkes ';ig:/' Kalzsmé) o PI)II\I_KI BUMN  Swasta
Klinik Pratama 8 2 0 25 11 261
Unit Tranfusi Darah 1 1 17 0 0 0
Laboratorium 1 0 9 0 0 13
Kesehatan

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022
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I1L. SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN
e

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah komponen kunci untuk
menggerakkan pembangunan kesehatan. SDMK berperan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan yang optimal dan juga sebagai pelaksana updaya dan pelayanan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional mengatur bahwa
sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga
kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan
bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Pembahasan mengenai SDMK pada Bab ini mencakup jumlah tenaga
kesehatan, baik di seluruh fasilitas kesehatan, maupun secara rinci di puskesmas

dan rumah sakit.

A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan). Undang-Undang mengelompokkan
tenaga kesehatan menjadi beberapa rumpun dan sub rumpun yaitu tenaga medis,
tenaga psikologi Klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga

kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga
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gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika,
tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Gambar 3.1
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022
Jumlah SDMK di Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebanyak 50.782

orang yang terdiri dari 39.389 tenaga kesehatan (77,56%) dan 11.393 tenaga
penunjang kesehatan (22,44%). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga
keperawatan sebanyak 37,59% dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi
tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu dokter gigi spesial 0,09% dari total
tenaga kesehatan.

Tenaga medis terdiri tenaga dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi
dan dokter gigi spesialis. Adapun jumlah tenaga medis di sarana kesehatan di
Sumatera Selatan adalah sejumlah 3.802 tenaga dengan rasio 44,46 per 100.000
penduduk. Tenaga medis terbanyak di seluruh sarana kesehatan di Sumatera
Selatan adalah tenaga dokter umum dengan rasio 27,5 per 100.000 penduduk dan
terendah adalah dokter gigi spesialis dengan rasio 0,4 per 100.000 penduduk
(Lampiran 11).
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Gambar 3.2
Jumlah Tenaga Medis
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Di Sumatera Selatan, jumlah tenaga perawat yang ada di seluruh sarana
kesehatan adalah sejumlah 14.805 tenaga dengan rasio 173,1 per 100.000
penduduk. Sedangkan rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk adalah 152,9
(13.073 tenaga). Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 12.

Jumlah tenaga kesehatan masyarakat yang ada di sarana kesehatan di
Sumatera Selatan adalah 1.454 tenaga (rasio 17,0), kesehatan lingkungan 630
tenaga (rasio 7,4), gizi 737 tenaga (rasio 8,6), ahli laboratorium medic 1.108
tenaga (rasio 12,0), teknik biomedika lainnya 464 tenaga (rasio 5,4), keterapian
fisik 304 (rasio 3,2), keteknisian medik 1.084 tenaga (12,7) dan tenaga
kefarmasian 1.928 tenaga (rasio 22,5). Adapun rekapitulasi sumber daya manusia

kesehatan dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 13-16.

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dengan
demikian, untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber
daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang

kesehatan.
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Gambar 3.3
Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas di Sumatera
Selatan pada tahun 2021 sebesar 21.223 orang yang terdiri dari 908 orang tenaga
medis (4,3%) dan 20.315 orang tenaga non medis (95,7%). Proporsi tenaga
kesehatan di puskesmas terbanyak yaitu bidan sebesar 49,3% (10.466 orang).

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.. Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan swasta. Sedangkan menurut pelayanan yang diberikan,
rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. SDMK di
rumah sakit terdiri dari tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan,

tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan
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Gambar 3.4
Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Terdapat 18.111 tenaga kesehatan di rumah sakit se-Sumatera Selatan
tahun 2021. Adapun proporsi tenaga kesehatan terbesar adalah perawat sebesar
47,2% sedangkan proporsi tenaga kesehatan paling rendah adalah tenaga dokter
gigi spesialis sebesar 0,18%.

Pelayanan spesialis yang ada di rumah sakit di antaranya pelayanan
spesialis dasar, spesialis penunjang, spesialis lain, subspesialis, dan spesialis gigi
dan mulut. Pelayanan spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, obstetri
dan ginekologi, anak, dan bedah. Pelayanan spesialis penunjang meliputi
pelayanan radiologi, anestesiologi, patologi Klinik, patologi anatomi,dan
rehabilitasi medik.

Jumlah dokter di rumah sakit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebesar
2.879 orang dengan proporsi terbanyak yaitu dokter umum (56,8%) dan proporsi
paling sedikit yaitu dokter gigi spesialis (1,1%). Berikut proporsi tenaga medis di
rumah sakit di Sumatera Selatan:
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Gambar 3.5
Proporsi Tenaga Medis di Rumah Sakit
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022
Rekapitulasi SDMK di Fasyankes ini belum dapat menggambarkan jumlah
keseluruhan SDM Kesehatan di Sumatera Selatan dikarenakan belum semua data

individu SDMK dilaporkan oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota.
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IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN
_—

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, unsur
ekonomis merupakan salah satu aspek yang dipentingkan dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan di Indonesia. Selain itu, di dalam Undang-Undang yang
sama juga disebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan
pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi,
teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan merupakan
besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau
memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan,
keluarga, kelompok, dan masyarakarat.

Anggaran kesehatan dapat dikatakan sebagai instrument pemerintah dalam
pemenuhan hakhak kesehatan bagi warga negara (Ansar, 2017). Sumber
pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
masyarakat, swasta, dan sumber lain. Di dalam Bab ini akan dibahas mengenai
alokasi dan realisasi anggaran kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu,

juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

Anggaran kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan anggaran
yang pembiayaannya bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (APBD Provinsi), Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN
Dekonsentrasi dan dana lain-lain. Alokasi anggaran kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 715.480.200.289,- atau sebesar 8,2%
dari total APBD Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi belanja langsung

sebesar Rp 511.551.015.289,- dan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp
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142.512.679.000,-. Persentase alokasi anggaran kesehatan tahun 2021 meningkat
dari tahun sebelumnya sebesar 7,7%.

Di samping APBD Provinsi, pembiayaan kesehatan di Provinsi Sumatera
Selatan juga berasal dari APBN. Anggaran yang bersumber APBN berupa Dana
Alokasi Khusus (DAK), dekonsentrasi dan dana lainnya (hibah dan pinjaman).
Dari gambaran alokasi anggaran keseatan di Provinsi Sumatera Selatan tersebut,
sumber anggaran terbesar adalah dari APBD Provinsi Sumatera Selatan yaitu
96,65%, sedangkan anggaran kesehatan bersumber APBN memberikan kontribusi
sebesar 3,35%. Anggaran kesehatan di Sumatera Selatan per kapita per tahun
2021 adalah Rp 83.673,59. Rincian anggaran kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
dapat dilihat pada Lampiran 19 ataupun Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

: Alokasi Anggaran Kesehatan
No Sumber Biaya Rupiah %
1 | APBD Provinsi: 691.528.006.289 | 96,65
a. Belanja Langsung 511.551.015.289
b. Belanja Tidak Langsung 142.512.679.000
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 37.464.312.000
2 | APBN: 23.952.194.000 | 3,35
a. Dana Dekonsentrasi 23.952.194.000
b. Lain-lain
Total Anggaran Kesehatan 715.480.200.289
Total APBD Prov 8.737.077.178.693
% APBD Kesehatan Thp APBD Provinsi 8,2
Anggaran Kesehatan Perkapita 83,673,59

Sumber: Sekretariat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

B. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Dasar hukum yang paling utama adanya Jaminan Kesehatan adalah
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H, yaitu: (1) Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2)
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan; dan (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Selain itu,

1
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dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan juga tertuang dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 Pasal 34 vyaitu: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan (3) Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.

Atas dasar itulah, maka diterbitkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya adalah
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN), Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip
ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip
asuransi sosial yang dimaksud meliputi : 1) kegotong-royongan antara yang kaya
dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan
rendah; 2) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; 3) iuran berdasarkan
persentase upah/penghasilan; 4) bersifat nirlaba. Sedangkan prinsip ekuitas yaitu
kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang
tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Pelaksanaan JKN
di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan. Di dalam Undang-Undang SJSN mengamanatkan bahwa seluruh
penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal
di Indonesia lebih dari enam bulan. Peserta merupakan setiap orang, termasuk
orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah
membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah.

Peserta Program JKN terdiri atas 2 kelompok yaitu: Peserta Penerima
Bantuan luran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan penerima bantuan iuran
(PBI) jaminan kesehatan. Peserta PBI Jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan
orang tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan
pemerintah dimana iurannya sebagai peserta program jaminan kesehatan

dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan Peserta Bukan PBI terdiri dari Pekerja
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Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.
Adapun cakupan kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk di Provinsi Sumatera
Selatan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Persentase Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Jaminan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Pada akhir tahun 2021, diperoleh data status kepemilikan masyarakat
Sumatera Selatan dalam Program JKN dari Penerima Bantuan luran APBN
(PBIN) sebanyak 2.381.576 jiwa (27,9%), PBID 1.410.412 jiwa (16,5%),
Pekerja Penerima Upah (PPU) 1.385.185 jiwa (16,2%), Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) 874.317 jiwa (10,2%) dan sebanyak 85.124 jiwa (1%) belum
menjadi peserta JKN. Yang dimaksud dengan Pekerja Penerima Upah (PPU)
meliputi PNS, TNI/POLRI dan Pekerja di sektor formal baik BUMN/BUMD
maupun swasta, sedangkan peserta mandiri dimasukkan ke dalam kategori PBPU.
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V. KESEHATAN KELUARGA
e

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan
keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan
yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan
salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas. Keluarga berperan terhadap
optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya
melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di
dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini
terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh
kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu
dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan
prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan karena ibu dan anak merupakan
kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum sehingga
penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak

penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat
keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa
kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan
nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan
atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian ibu tahun 2021 adalah sebanyak 131 orang (dengan AKI
sebanyak 85 orang per 100.000 kelahiran hidup), meningkat dari tahun 2020
sebanyak 84 orang. Kematian ibu paling banyak terdapat di Kabupaten
Banyuasin sebanyak 20 orang (Lampiran 21).

Adapun penyebab kematian ibu dapat dilihat pada Gambar 5.1 di bawah

ini:
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Gambar 5.1
Jumlah Kematian Ibu menurut Penyebab
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Dari gambar di atas terlihat bahwa penyebab kematian tertinggi pada ibu
adalah penyebab lainnya yaitu 52 orang (40%), sedangkan penyebab kematian ibu
paling sedikit diakibatkan oleh gangguan sistem peredaran darah yaitu 1%.
Adapun tren jumlah kematian ibu selama 5 (lima) tahun dari 2017-2021 adalah
sebagai berikut:

Gambar 5.2
Tren Jumlah Kematian Ibu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, jumlah kematian ibu maternal terus
mengalami fluktuatif dari 107 orang di tahun 2017, tapi naik menjadi 120 orang
pada tahun 2018, turun menjadi 105 orang pada tahun 2019 dan kembali naik
menjadi 128 pada tahun 2020 lalu naik lagi menjadi 131 pada tahun 2021.

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap
ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti
pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan
bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan

keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.
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1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan (Antenatal Care/ANC). ANC merupakan program terencana berupa
observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil dengan tujuan menjaga
agar ibu sehat selama kehamilan, persalinan dan nifas serta mengusahakan bayi
yang dilahirkan sehat, proses kehamilan dan persalinan yang aman dan
memuaskan, memantau kemungkinan adanya risiko-risiko  kehamilan,
merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan risiko tinggi,
menurunkan morbilitas dan mortalitas ibu serta janin perinatal.

Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis
pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama,
trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang
diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.

2. Pengukuran tekanan darah.

3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)

4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)

5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai
status imunisasi

6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan

7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)

8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling,
termasuk KB pasca persalinan)

9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb),
pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah
dilakukan sebelumnya)

10. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap
trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12
minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu),
dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai

menjelang persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk
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menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor
risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Penilaian
terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan
melihat cakupan K1 dan K4. Laporan ANC dapat dilihat pada Lampiran 23.

Kunjungan pertama (K1) adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga
kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu
dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini
mungkin pada trimester pertama (sebaiknya sebelum minggu ke-8). Pentingnya
pemeriksaan K1 erat kaitannya dengan besar peranan ibu dalam mewujudkan
sasaran pembangunan kesehatan, sehingga perlu terjalin kesinergisan dari peran
pemerintah dengan masyarakat untuk menurunkan angka kematian ibu. Cakupan
K1 ANC memperlihatkan akses pelayanan kesehatan dan tingkat kepatuhan ibu
hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan
antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu
hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut
memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat
kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar 5.3

Persentase Cakupan Kl pada Ibu Hamil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber:Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumsel, 2022
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Persentase K1 pada tahun 2021 di Sumatera Selatan sebesar 92,2%,
mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan cakupan sebesar 94,2%. Cakupan
K1 tahun 2021 yang mencapai 100% seperti Kabupaten Empat Lawang dan Kota
Prabumulih. Cakupan K1 terendah terdapat pada Kabupaten PALI (58%), Kota
Pagar Alam (71,2% dan Lubuk Linggau (71,1%).

Kunjungan ke-4 (K4) adalah ibu hamil dengan kontak 4 kali atau lebih
dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan
pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar (1-1-2). Kontak 4 Kali
dilakukan sebagai berikut: minimal satu kali pada trimester I (0-12 minggu),
minimal satu kali pada trimester ke- 2 (>12 - 24 minggu) dan minimal 2 kali pada
trimester ke-3 (> 24 minggu sampai dengan kelahiran). Kunjungan antenatal bisa
lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan
kehamilan. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh
pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal
yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu
wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Cakupan K4 memperlihatkan Kinerja
persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC. Cakupan K4 di Sumatera Selatan
tahun 2021 sebesar 90,1%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (90,9%).
Cakupan K4 Kota Prabumulih mencapai 99,6% menjadikan sebagai cakupan
tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, dan terendah terdapat di kabupaten PALI
(67,9%). Berikut cakupan K4 di wilayah Sumatera Selatan secara rinci:

Gambar 5.4
Persentase Cakupan K4 pada Ibu Hamil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber:Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022
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2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur
dan Ibu Hamil

Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian
bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan
yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum
melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah
satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program
imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu
hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur dan ibu
hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi
lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk
mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada
kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak
hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu
melakukan pelayanan antenatal. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5
dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil screening mulai saat imunisasi
dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian
vaksin mengandung “T” pada kegiatan imunisasi lainnya. Pemberian dapat
dimulai sebelum dan atau saat hamil yang berguna bagi kekebalan seumur hidup.

Screening status imunisasi Td harus dilakukan sebelum pemberian vaksin.
Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan
wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi Td5 yang harus dibuktikan dengan
buku KIA, rekam medis, dan atau kohort. Kelompok ibu hamil yang sudah
mendapatkan Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+.
Gambar 5.5 memperlihatkan cakupan imunisasi Td5 pada wanita usia subur dan

cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil.
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Gambar 5.5
Cakupan Imunisasi Td1-Td5 pada Ibu Hamil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Pada gambar di atas diketahui cakupan imunisasi Td pada status Tdl
sampai Td5 pada wanita usia subur tahun 2021 masih rendah yaitu kurang dari
40% jumlah seluruh WUS. Cakupan Td1 sebesar 34,9% dengan cakupan tertinggi
di Kota Lubuk Linggau sebesar 130,2% dan terendah di Kabupaten OKU sebesar
3,9%.

Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil tahun 2021 sebesar 81%, lebih
tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 72,1%, juga lebih rendah
sekitar 9,1% dibandingkan dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4
yang sebesar 90,1%, sementara Td2+ merupakan syarat pelayanan kesehatan ibu
hamil K4. Berikut cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil tahun 2021 di

Sumatera Selatan: (data rinci pada Lampiran 24)

Gambar 5.6
Cakupan Imunisasi Td2+ pada Ibu Hamil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur,
kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Kebutuhan kandungan zat besi (Fe)
pada ibu hamil adalah sekitar 800 mg. Adapun kebutuhan tersebut dibutuhkan
untuk janin dan untuk menambah masa hemoglobin maternal. Anemia defisiensi
besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi
saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di
Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia
pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Tablet Fe sangat
dibutukan oleh ibu hamil sebab kebutuhan zat besi hanya dari asupan makanan
saja tidak cukup. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan
mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Gambar 5.7
Persentase Cakupan Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
(Minimal 90 Tablet) Selama Masa Kehamilan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber:Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa persentase cakupan ibu hamil
mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet di Sumatera Selatan tahun 2021
adalah sebesar 89%, menurun 0,4% dibanding tahun 2020. Secara rinci dapat

dilihat pada Lampiran 27.

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk
menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap

persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan
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dan kandungan (SpOG), dokter umum dan bidan, dilakukan di fasilitas pelayanan
kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan yang dilakukan
tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu,
balita, dan juga bayi sesuai dengan standar sehingga peran tenaga kesehatan
sangat besar dalam memberikan pelayanan saat ibu menjalani proses persalinan.

Tabel 5.1
Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

UG P(;]Esr:lli?]gn Pertool/(c))ngan

O || el G Belrts)glin Ditolong Persalinan

INELGCH] oleh Nakes
1 OKU 7.033 6.449 91,7
2 OKI 14.424 14.407 99,9
3 Muara Enim 12.131 11.472 94,6
4 Lahat 7.928 7.187 90,7
5 Musi Rawas 7.944 7.308 92,0
6 Musi Banyuasin 12.741 13.481 105,8
7 Banyuasin 17.138 15.524 90,6
8 OKU Selatan 7.019 6.509 92,7
9 OKU Timur 12.421 11.599 93,4
10 | Ogan llir 10.093 9.092 90,1
11 Empat Lawang 5.676 4.746 83,6
12 | PALI 4.448 4.003 90,0
13 Muratara 3.765 3.355 89,1
14 Palembang 31.879 30.102 94,4
15 | Prabumulih 3.913 3.903 99,7
16 Pagar Alam 2.807 2.750 98,0
17 Lubuk Linggau 4.493 4.293 95,5

Provinsi 165.853 156.180

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022
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Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 adalah
sebesar 94,2% meningkatdari tahun 2020 sebesar 91,9%. Cakupan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang kompeten paling tinggi terdapat di Kabupaten Musi
Banyuasin (105,8%) dan cakupan terendah terdapat di Kabupaten Empat Lawang
(83,6%). Cakupan pertolongan persalinan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran
23.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2016, target capaian dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin serta menurut
Renstra Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah 100% dan cakupan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten masih belum memenubhi target.

Gambar 5.8
Tren Persentase Pertolongan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 s/d 2021
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022
Dilihat dari gambar di atas, persentase persalinan oleh tenaga kesehatan

yang kompeten di Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar 94,2%. Jika dilihat dalam
kurun waktu lima tahun terakhir, persentase persalinan oleh tenaga kesehatan
yang kompeten di Sumatera Selatan mengalami fluktuatif dari 93,11% tahun 2017
kemudian naik menjadi 94,2% di tahun 2018, naik lagi menjadi 94,7 di tahun
2019 turun kembali menjadi 91,9% di tahun 2020 kemudian naik kembali menjadi
94,2% di tahun 2021. Hal ini perlu diperhatikan beberapa upaya dalam
peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten baik dari
manajemen program KIA, meningkatan jaminan kesehatan untuk mewajibkan
persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan

memaksimalkan kemitraan bidan dengan dukun di setiap kabupaten/kota.
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Perbandingan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
kompeten di fasilitas kesehatan dengan jumlah persalinan yang ditolong oleh
tenaga kesehatan kompeten yang ada di wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 5.2
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes di Fasyankes
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Jumiah J””."ah . % Persalinan
Kabupaten/Kota Ibu Persalinan di di Easvankes
~ Bersalin Fasyankes y
1 Ogan Komering Ulu 7.033 6.043 85,9
2 Ogan Komering Ilir 14.424 14.287 99,1
3 Muara Enim 12.131 11.004 90,7
4 Lahat 7.928 7.057 89,0
5 Musi Rawas 7.944 7.002 88,1
6 Musi Banyuasin 12.741 12.566 98,6
7 Banyuasin 17.138 15.524 90,6
8 OKU Selatan 7.019 6.509 92,7
9 OKU Timur 12.421 11.588 93,3
10 Ogan llir 10.093 9.079 90,0
11 Empat Lawang 5.676 5.003 88,1
12 PALI 4.448 4.003 90,0
13 Muratara 3.765 2.936 78,0
14 Kota Palembang 31.879 30.102 94,4
15 Kota Prabumulih 3.913 3.903 99,7
16 Kota Pagar Alam 2.807 2.750 98,0
17 Kota Lubuk Linggau 4.493 4.291 95,5
Provinsi Sumatera Selatan 165.853 153.647 92,6

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 adalah
sebesar 92,6%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 88,8%. Cakupan

pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang tertinggi terdapat di Kota
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Prabumulih sebesar 99,7% dan cakupan terendah terdapat di Kabupaten Muratara
78%. Hal ini berhubungan dengan fasilitas kesehatan yang belum memadai untuk
pertolongan persalinan seperti puskesmas dan jaringannya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 28 Tahun 2017 bahwa
bidan dapat melakukan praktik kebidanan di puskesmas dan bidan desa dengan
syarat telah memiliki SIPB di puskesmas dan bidan desa yang bersangkutan
mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan pada satu
desa/kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan. Hal ini
diharapkan bisa meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan terutama
untuk persalinan normal dan melakukan rujukan ke rumah sakit untuk persalinan
dengan komplikasi. Selain itu adanya jaminan persalinan yang mendukung

peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan.

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal tiga kali sesuai

jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca
persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan
pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Jenis pelayanan
kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:
a. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu)
b. Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
c. Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain
d. Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif
e. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan

bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana pasca persalinan
f. Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
Data pelayanan kesehatan ibu nifas dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 23.
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Gambar 5.9
Cakupan Kunjungan Ibu Nifas
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber:Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Cakupan kunjungan nifas (KF3) di Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar
90,1%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 88,4%. Capaian kunjungan nifas
secara rinci menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan terdapat pada gambar
berikut:

Gambar 5.10
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber:Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Tahun 2021, di Sumatera Selatan cakupan pelayanan ibu nifas tertinggi
terdapat pada Kota Prabumulih, yaitu sebanyak 3.893 kunjungan (99,5%) dan
terendah terdapat pada Kabupaten Lahat dengan 6.404 kunjungan (80,8%).

Saat proses melahirkan, ibu kehilangan banyak darah, sehingga akan
mengalami pula kekurangan vitamin A dalam tubuhnya. Selain dapat
meningkatkan vitamin A dalam tubuh, vitamin A juga berpengaruh pada ASI.
Pemberian vitamin A dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi,
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berkurangnya penyakit infeksi pasca persalinan, mencegah gangguan penglihatan
seperti rabun senja, mempercepat proses pemulihan dan mencegah anemia.
Vitamin A diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di seluruh sarana fasilitas
kesehatan seperi puskesmas, polindes/poskesdes, balai pengobatan, dan praktek
dokter/bidan swasta. Bulan Agustus dan Februari setiap tahunnya dijadikan oleh
pemerintah sebagai bulan vitamin A.

Cakupan ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A di Sumatera
Selatan tahun 2021 adalah sebesar 93,9%, meningkat dibandingkan tahun 2020
yaitu sebesar 90,7%. Adapun cakupan tertinggi terdapat pada Kabupaten OKI
sebesar 99,4% (14.344 bufas) dan terendah pada Kabupaten PALI sebesar 81,2%
(3.611 bufas). Berikut dapat dilihat cakupan ibu nifas yang mendapat kapsul

vitamin A secara rinci pada gambar berikut:

Gambar 5.11
Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber:Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

6. Pelayanan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi pada proses kehamilan, persalinan dan nifas juga merupakan
salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Komplikasi kebidanan
adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam
kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular
dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Sebagai upaya
menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi maka dilakukan pelayanan/

penanganan komplikasi kebidanan pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan
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adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk memberikan
perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan
kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Gambar 5.12
Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber:Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Pada tahun 2021, cakupan pelayanan komplikasi kebidanan di Sumatera
Selatan adalah sebesar 59,9%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 65,1% .
Cakupan tertinggi terdapat di Kota Palembang (106,3%) sedangkan terendah di
Kabupaten OKU Selatan (14,7%). Cakupan komplikasi kebidanan di Sumatera

Selatan dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 30.

7. Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan meliputi pemberian
KIE, konseling, penapisan kelayakan medis, pemberian kontarsepsi, pemasangan
atau pencabutan, dan penanganan efek samping atau komplikasi dalam upaya
mencegah kehamilan. Pelayanan kontrasepsi yang diberikan meliputi kondom,
pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implan, pemasangan atau pencabutan alat
kontrasepsi dalam rahim, pelayanan tubektomi, dan pelayanan vasektomi. KB
Pascapersalinan (KBPP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada PUS setelah
persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan
kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Beberapa studi menunjukkan pelayanan
KB (termasuk KBPP) yang efektif dapat mengurangi kematian ibu dengan cara

mengurangi kehamilan dan mengurangi kelahiran risiko tinggi.
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Salah satu faktor memberikan dampak pada peningkatan Angka Kematian
Ibu adalah risiko 4 Terlalu (Terlalu muda melahirkan dibawah usia 21 tahun,
Terlalu tua melahirkan diatas 35 tahun, Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3
tahun dan Terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2). Persentase ibu meninggal
yang melahirkan berusia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun adalah 33% dari
seluruh kematian ibu, sehingga apabila program KB dapat dilaksanakan dengan
baik lagi, kemungkinan 33% kematian ibu dapat dicegah melalui pemakaian
kontrasepsi.

Cakupan peserta KB aktif adalah peserta KB baru dan lama yang masih
aktif memakai alokon terus menerus hingga saat ini untuk menjarangkan
kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Indikator ini menunjukkan berapa besar
pasangan usia subur yang berpotensi hamil yang terlindungi dari kejadian
kehamilan. Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja program KB dengan
melihat pencapaian per bulan / per tahun dan membandingkannya dengan target
masing-masing wilayah. Persentase cakupan KB aktif merupakan perbandingan
antara jumlah peserta KB aktif dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang
ada di wilayah kabupaten/kota.

Tabel 5.3
Cakupan Peserta KB Aktif
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No Kabupaten/Kota ‘JlIJ:,TJISh Jun&l;h:lgsi?rta %
1 Ogan Komering Ulu 64.171 50.330 78,4
2 Ogan Komering Ilir 151.949 121.146 79,7
3 Muara Enim 106.378 91.891 86,4
4 Lahat 73.512 60.834 82,8
5 Musi Rawas 70.508 49.200 69,8
6 Musi Banyuasin 129.821 106.086 81,7
7 Banyuasin 149.286 146.636 98,2
8 OKU Selatan 63.377 47.287 74,6
9 OKU Timur 113.908 102.512 90,0
10 | Ogan llir 74.612 49.159 65,9
11 | Empat Lawang 43.539 39.186 90,0
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No Kabupaten/Kota ‘]lgalgh Jun;(lgh AI\Dketsi?rta %
12 PALI 33.274 25.092 75,4
13 | Muratara 33.496 25.264 75,4
14 | Kota Palembang 292.051 223.226 76,4
15 | Kota Prabumulih 33.000 30.053 91,1
16 | Kota Pagar Alam 24.971 19.078 76,4
17 | Kota Lubuk Linggau 40.736 33.724 82,8
Provinsi Sumatera Selatan | 1.498.589 1.219.436 81,4

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa cakupan peserta KB aktif di Sumatera

Selatan mencapai 81,4% (meningkat dari tahun 2020 sebesar 84,2%) dengan

Kabupaten Banyuasin menempati cakupan tertinggi yaitu 98,2%, dan terendah

pada Kabupaten Ogan llir sebesar 65,9%.

Berdasarkan pola dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi, sebagian besar

peserta KB Aktif memilih suntikan dan pil sebagai alat kontrasepsi bahkan sangat

dominan dibanding metode lainnya; suntikan (57,6%) dan pil (22,5%). Padahal

suntikan dan pil termasuk dalam metode kontrasepsi jangka pendek sehingga

tingkat efektifitas suntikan dan pil dalam pengendalian kehamilan lebih rendah

dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya. Berikut dapat dilihat secara rinci

pemilihan jenis alat kontrasepsi di Sumatera Selatan:

Gambar 5.13
Cakupan Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Adapun pelayanan KB aktif berdasarkan jenis alat kontrasepsi per kabupaten/kota
dapat dilihat pada Lampiran 28.

B. KESEHATAN ANAK

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya
Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu,
menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin
dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan
hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan
balita. Tren angka kematian anak dari tahun ke tahun masih fluktuatif seperti yang
terlihat pada Gambar 5.14 di bawah ini.

Gambar 5.14
Tren Jumlah Kematian Bayi
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Jumlah kematian neonatal (0-28 hari) di Sumatera Selatan tahun 2021
adalah sebanyak 411 jiwa (menurun dari tahun 2021 sebanyak 454 jiwa) dengan
angka kematian sebesar 2,7 per 1.000 kelahiran hidup dengan kasus terbanyak
terdapat di Kabupaten Muratara (44 kasus) dan terendah di Kota Pagar Alam (3
kasus). Untuk kematian bayi (0-11 bulan) mencapai 511 kasus, menurun dari
tahun 2020 sebanyak 536 kasus (AKB sebanyak 3,3 per 1.000 kelahiran hidup)
dengan Kabupaten Muratara menyumbang kasus kematian bayi tertinggi (58

kasus). Sedangkan jumlah kematian anak balita mencapai 31 kasus sepanjang
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tahun 2021, menurun dari tahun 2020 sebanyak 44 kasus (angka kematian 0,2 per
1.000 kelahiran hidup) dengan kasus tertinggi sebanyak 6 kasus terjadi di
Kabupaten OKU. Kasus kematian balita dapat dilihat secara rinci pada Lampiran
31. Berikut jumlah kematian bayi menurut kelompok umur:

Gambar 5.15
Jumlah Kematian Balita menurut Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Gambar 5.16
Proporsi Penyebab Kematian Neonatal
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Pada tahun 2021, penyebab kematian neonatal terbanyak adalah kondisi
Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu 133 kasus (32%). Penyebab kematian
lainnya disebabkan oleh asfiksia, tetanus neonatorum, sepsis, kelainan bawaan

dan lain-lain.
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Gambar 5.17
Proporsi Penyebab Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Penyakit diare dan penyebab lainnya menjadi penyebab kematian terbesar
pada kelompok anak usia 29 hari-11 bulan pada tahun 2021. Selain itu, kematian
post neonatal juga disebabkan oleh pneumonia, malaria, kelainan saluran cerna,
kelainan saraf dan tetanus..

Gambar 5.18
Proporsi Penyebab Kematian Anak Balita (12-59 Bulan)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Pada kelompok anak balita (12-59 bulan) penyebab kematian terbesar
tahun 2021 adalah penyakit lainnya. Secara rinci data penyebab kematian pada

balita dapat dilihat pada Lampiran 32.

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari
kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua
sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang

memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan
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bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal.
Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok
ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan
kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal
idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28
hari.

Salah satu pelayanan yang dilakukan pada bayi baru lahir adalah
penimbangan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh kabupaten/kota tahun 2021,
didapatkan sebanyak 3.189 bayi (2,4%) memiliki Berat Badan Lahir Rendah
(BBLR). Kasus ini meningkat dibandingkan tahun 2020, yaitu sebanyak 1.854
bayi BBLR (0,2%) Kondisi bayi BBLR diantaranya disebabkan karena kondisi
ibu saat hamil (kehamilan remaja, malnutrisi, dan komplikasi kehamilan), bayi
kembar, janin memiliki kelainan atau kondisi bawaan, dan gangguan pada
plasenta yang menghambat pertumbuhan bayi (intrauterine growth restriction).
Bayi BBLR tanpa komplikasi dapat mengejar ketertinggalan berat badan seiring
dengan pertambahan usia. Namun, bayi BBLR memiliki risiko lebih besar untuk
stunting dan mengidap penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan
penyakit jantung saat dewasa. Rincian data mengenai bayi berat badan lahir
rendah (BBLR) dapat dilihat pada Lampiran 33.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk
mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir
adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Pelayanan dalam
kunjungan ini (Manajemen Terpadu Balita Muda) antara lain meliputi termasuk
konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi

dan Hepatitis BO injeksi (bila belum diberikan).
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Tabel 5.4
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
Jumlah

Jumlah Bayi

Kabupaten/Kota Baltll:dla?)hir Nerglri:l{glnf?(nali
- (KNy
1 Ogan Komering Ulu 6.419 6.419 100,0
2 Ogan Komering Ilir 14.420 14.420 100,0
3 Muara Enim 10.543 10.543 100,0
4 Lahat 7.181 7.181 100,0
5 Musi Rawas 7.293 7.293 100,0
6 Musi Banyuasin 12.170 11.170 91,8
7 Banyuasin 15.348 15.145 98,7
8 OKU Selatan 6.800 6.800 100,0
9 OKU Timur 11.581 11.020 95,2
10 Ogan Ilir 9.089 9.073 99,8
11 Empat Lawang 5.138 5.119 99,6
12 PALI 3.884 3.786 97,5
13 Muratara 3.415 3.374 98,8
14 Kota Palembang 30.099 30.093 100,0
15 Kota Prabumulih 3.891 3.890 100,0
16 Kota Pagar Alam 2.748 2.748 100,0
17 Kota Lubuk Linggau 3.915 3.912 99,9

Provinsi Sumatera Selatan 153.934 151.986

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Pada tahun 2021, cakupan kunjungan neonatal pertama turun 0,6%
dibandingkan tahun 2020. Adapun cakupan terendah terdapat di Kabupaten Musi
Banyuasin yaitu 91,8%. Kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai 100%
antara lain Kabupaten OKU, OKI, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, OKU
Selatan, Kota Palembang, Prabumulih dan Pagar Alam.
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Tabel 5.5
Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Jumlah
Bayi Baru Jumlah o
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Provinsi Sumatera Selatan 153.934 150.797 98,0
Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Cakupan kunjungan neonatal lengkap tahun 2021 di Sumatera Selatan
sejumlah 150.797 kunjungan (98%), menurun 0,1% dari tahun 2020. Dari tabel di
atas terlihat bahwa Kabupaten Empat Lawang menempati kunjungan neonatal
lengkap terendah vyaitu sebanyak 87,3%. Beberapa Kabupaten/Kota telah
mencapai 100% kunjungan neonatus lengkap yaitu Kabupaten OKI, Muara Enim,
Musi Banyuasin dan Kota Lubuk Linggau.

Cakupan penangan komplikasi neonatus adalah cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada
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tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu. Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir
untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan neonatal
dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan
kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia,
tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah
<2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital neonatal dengan
komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai
dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan
kesehatan

Indikator ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam
menangani  kasus-kasus  kegawatdaruratan  neonatal, yang kemudian
ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya atau dapat dirujuk ke tingkat
pelayanan yang lebih tinggi. Berikut cakupan penanganan komplikasi neonatal
tahun 2021:

Tabel 5.6
Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Jumlah Jumlah %

o Kabupsenata NN, Peraan Peraan
Neonatal Neonatal Neonatal

1 Ogan Komering Ulu 963 377 39,2

2 Ogan Komering Ilir 2.163 474 21,9

3 Muara Enim 1.581 1.892 119,6

4 Lahat 1.077 841 78,1

5 Musi Rawas 1.094 170 15,5

6 Musi Banyuasin 1.826 363 19,9

7 Banyuasin 2.302 136 59

8 OKU Selatan 1.020 0 0,0

9 OKU Timur 1.737 330 19,0

10 Ogan llir 1.363 876 64,3

11 Empat Lawang 771 2 0,3
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Jumlah Jumlah %

No  Kabupateniiota o UEEL AT Kompikas
Neonatal Neonatal Neonatal

12 PALI 583 121 20,8

13 Muratara 512 45 8,8

14 Kota Palembang 4515 3.710 82,2

15 Kota Prabumulih 584 445 76,2

16 Kota Pagar Alam 412 165 40,0

17 Kota Lubuk Linggau 587 387 65,9

Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Cakupan penanganan komplikasi neonatal di Sumatera Selatan tahun 2021
mencapai 44,8% dengan jumlah penanganan sebanyak 10.334 kasus. Adapun
cakupan tertinggi terdapat di Kabupaten Muara Enim sebesar 119,6% (1.892
kasus). Data lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 30.

2. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita

Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan pada bayi
minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali pada umur 3-5
bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan
Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB/HiB1-3,
Polio 1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini
Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan,
penyuluhan pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP ASI).
Dengan indikator ini dapat diketahui efektifitas, continuum of care dan kualitas
pelayanan kesehatan bayi.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Sumatera Selatan pada tahun 2021
mencapai 89,5% dari 160.723 bayi. Kota Pagar Alam mencapai cakupan tertinggi
yaitu 111,2% dan terendah pada Kabupaten PALI sebanyak 80,1% bayi. Hingga
Profil ini terbit, data pelayanan kesehatan bayi Kabupaten Lahat belum tersedia.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 36.
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Gambar 5.19
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Cakupan pemberian ASI eksklusif yang terhimpun di Sumatera Selatan
tahun 2021 adalah sebesar 45,4%, belum mencapai target program. Cakupan ini
menurun dibanding tahun 2020 dengan cakupan 51,6%. Kabupaten/kota dengan
cakupan pemberian ASI eksklusif tertinggi adalah Kota Pagar Alam yaitu 76,7%,
sedangkan yang terendah adalah Kabupaten OKU sebesar 13,8% (Lampiran 35).
Berikut cakupan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di Sumatera Selatan tahun
2021:

Gambar 5.20
Cakupan Bayi < 6 Bulan Mendapatkan ASI Ekslusif
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber:Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022
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Gambar 5.21
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Berdasarkan gambar di atas, cakupan pelayanan kesehatan balita di
Sumatera Selatan mencapai 77,7% pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2020
(75,4%). Cakupan tertinggi terdapat pada Kota Prabumulih sebesar 100% dan
terendah pada Kabupaten Lahat 49,5% (Lampiran 42).

3. Imunisasi

Pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang
terbukti paling cost-effective serta berdampak positif untuk mewujudkan derajat
kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang
tetapi juga masyarakat dengan memberikan perlindungan komunitas atau yang
disebut dengan herd immunity. Arah pembangunan kesehatan saat ini
menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan aspek
kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif adalah dilaksanakannya
program imunisasi. Pemberian imunisasi dapat mencegah dan mengurangi
kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah
dengan Imunisasi (PD3l) yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap
tahunnya.

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan
kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat
terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit
ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam (PD3I) antara lain
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Hepatitis B, TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Campak, Rubela, dan radang
paru-paru. Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan
bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan.
Imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap
bayi dan anak. Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal
11 April 2017.

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat
Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B,
pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak
yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya
tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian.

Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi
pilihan. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang
sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan
masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada
seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang
bersangkutan dari penyakit tertentu.

Imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan
imunisasi khusus. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi
lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun,
sedangkan imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun (baduta),
anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur (WUS). Imunisasi tambahan
merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu
yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada
periode waktu tertentu. Imunisasi Kkhusus dilaksanakan untuk melindungi
seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti
persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju
atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah

penyakit tertentu.
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a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Di Indonesia, setiap bayi usia 0-11 bulan wajib mendapatkan imunisasi
dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-
HB-HiB, 4 dosis polio tetes (OPV), 1 dosis polio suntik (IPV) dan 1 dosis campak
rubela. Penentuan jenis imunisasi dan jadwal pemberian ini didasarkan atas kajian
ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul. Untuk
beberapa daerah terpilih sesuai kajian epidemiologi, analisis beban penyakit dan
rekomendasi ahli, ada tambahan antigen yang diberikan pada saat usia 0-11 bulan
yaitu imunisasi Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) dan imunisasi japanese
encephalitis. Namun, implementasi introduksi vaksin baru tersebut belum berlaku
secara nasional sehingga tidak diperhitungkan sebagai cakupan imunisasi dasar
lengkap pada bayi.

Pada tahun 2021 imunisasi dasar lengkap di Sumatera Selatan sebesar
89%, menurun dibandingkan tahun 2020 (91,7%) (Lampiran 39). Angka ini
belum memenuhi target Renstra tahun 2021 yaitu sebesar 95%. Berikut cakupan
imunisasi dasar pada bayi di Sumatera Selatan tahun 2021

Gambar 5.22
Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2022

b. Universal Child Immunization (UCI)
Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya
Universal Child Immunization (UCI) yang merupakan cakupan imunisasi dasar

lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Sesuai dengan

2
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Keputusan Menkes RI dan Riskesdas (2010) menyatakan UCI adalah suatu
keadaaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak di
bawah umur 1 tahun).

Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan atas
imunisasi secara lengkap pada kelompok sasaran bayi. Bila cakupan UCI
dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut
juga tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat (herd immunity)
terhadap penularan Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
(PD3I).

Persentase desa yang mencapai UCI di Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2021 adalah sebesar 83,3% (2.740 desa UCI dari 3.289 desa) menurun
dibandingkan capaian UCI tahun 2020 sebesar 89,1%. Jika dibandingkan dengan
indikator RPJMN/Renstra 2019-2023 dimana target tahun 2019 adalah sebesar
95%, maka angka ini berarti belum mencapai target. Persentase desa UCI tahun
2021 di Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.23

Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI)
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2022
Pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera

Selatan dengan cakupan desa/kelurahan UCI mencapai 100%, yaitu Kabupaten
Musi Rawas, Muratara, Kota Prabumulih dan Lubuk Linggau. Cakupan terendah
terdapat di Kabupaten OKI (54,7%). Adapun data cakupan desa/kelurahan UCI

dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 37.
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4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Pelaksanaan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dilakukan melalui
kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang terintegrasi dengan kegiatan
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Jenis imunisasi yang diberikan pada
pelaksanaan BIAS antara lain Campak Rubela, Tetanus dan Difteri. Pada daerah
yang menjadi lokus pelaksanaan program demonstrasi imunisasi Human
Papilloma Virus (HPV), ada tambahan pemberian imunisasi HPV pada kegiatan
BIAS. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Imunisasi, pelaksanaan imunisasi pada BIAS diberikan pada
anak usia kelas 1 (Campak Rubela dan DT), 2 (Td) dan 5 (Td) SD/Ml/sederajat.
Pelaksanaan BIAS pada masa pandemi COVID-19 sangat terdampak dan tidak
dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya pelaksanaan belajar mengajar
secara tatap muka di sekolah.

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah bertujuan untuk mendeteksi dini
risiko penyakit pada anak sekolah agar dapat ditindaklanjuti secara dini,
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga
dapat menunjang proses belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan anak usia
sekolah yang sehat dan berprestasi. Hasil dari pelayanan kesehatan di sekolah
juga dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi UKS bagi
puskesmas, sekolah dan Tim Pembina UKS (TP UKS) agar pelaksanaan
peningkatan kesehatan anak sekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Cakupan penjaringan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan terhadap
peserta didik kelas 1 SD/MI, kelas 7 SMP/MTs, dan kelas 10 SMA/MA yang
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal
pemeriksaan status gizi (tinggi badan dan berat badan), pemeriksaan gigi, tajam
penglihatan dan tajam pendengaran.

Cakupan penjaringan kesehatan pada SD/MI di Sumatera Selatan pada
tahun 2021 adalah sebesar 91,6%, meningkat dari tahun 2020
yaitu 69,3%. Kabupaten yang seluruh siwa SD/MI telah diberikan pelayanan
kesehatan yaitu Kabupaten Banyuasin. Adapun kabupaten/kota dengan cakupan
terendah yaitu Kota Lubuk Linggau (64,2%).
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Cakupan penjaringan kesehatan pada siswa SMP/MTs di Sumatera Selatan
pada tahun 2021 adalah sebesar 88,13%. Cakupan ini meningkat jika
dibandingkan dengan tahun 2020 (81,3%). Cakupan tertinggi terdapat di
Kabupaten Banyuasin (99,9%) dan terendah di Kota Lubuk Linggau (42,4%).

Lain halnya dengan penjaringan kesehatan pada siswa SD/MI dan
SMP/MTS, penjaringan kesehatan pada siswa SMA/MA pun mengalami
penurunan persentase. Cakupan penjaringan kesehatan pada siswa SMA/MTs di
Sumatera Selatan pada tahun 2021 adalah 82,1% menurun 0,7 dari tahun 2020
(82,8%). Cakupan tertinggi terdapat di Kabupaten PALI (98,9%) dan terendah
terdapat pada Kabupaten Muara Enim (51,9%). Adapun cakupan penjaringan

kesehatan pada anak usia sekolah dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 45.

Berikut cakupan penjaringan kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021:

Gambar 5.24
Cakupan Penjaringan Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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C. GlIZi

Pada sub bab gizi ini akan dibahas terkait status gizi balita dan upaya
pencegahan serta penanganan masalah gizi yaitu pemberian ASI eksklusif pada
bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59
bulan, pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri, serta pemberian
makanan tambahan pada ibu hamil KEK.

1. Status Gizi Balita

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar World Health Organization
(WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1995/Menkes/SK/XI1/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi
Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga
indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur
(TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada
indeks berat badan menurut umur (BB/U). Pencapaian Persentase Balita Gizi
Buruk di Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar 0,089% (meningkat dari tahun
2020 sebesar 0,027%) dengan kasus gizi buruk 686 balita dari jumlah balita
769.632 orang. Temuan ini lebih rendah dari target sebesar 0,031%. Namun hasil
ini belum semuanya kasus yang terjadi di lapangan dikarenakan petugas
Puskesmas di lapangan masih belum semuanya sempat melakukan pengecekan
dan konfirmasi ulang temuan ini yang ada di laporan e-PPGBM. Kasus yang
berhasil ditemukan di lapangan dan dikonfirmasi dengan penimbangan dan
pengukuran ulang hanya 686 balita. Selain itu diberikan intervensi spesifik berupa
pemberian makan tambahan untuk meningkatkan status gizinya, konseling Gizi
dan rujukan kasus gizi buruk. Untuk beberapa kasus harus dilakukan rujukan ke
fasilitas kesehatan sekunder dengan penyakit penyerta seperti diare, ISPA, TB
paru, premature, alergi, penyakit kelainan bawaan, thalasemia dll.

Di Sumatera Selatan, terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang tidak
mencapai target temuan gizi buruk yang ditetapkan tahun 2021 (target 0,031%),
yaitu Kabupaten OKI, Muara Enim, Banyuasin, Ogan Ilir, PALI dan Kota Lubuk
Linggau. Data lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 44.a.
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Gambar 5.25
Persentase Gizi Buruk
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Gambar 5.26

Tren Kasus Gizi Buruk
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Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022
Laporan LAKIP Dinkes Prov Sumsel Tahun 2018-2022

Dari gambar di atas, terlihat tren jumlah kasus gizi buruk yg terjadi di
Sumatera Selatan selama 5 tahun (2017-2021). Kasus gizi buruk mengalami
peningkatan terus dari tahun 2017 sebanyak 277 kasus dan 313 kasus pada tahun
2018. Namun tahun 2019 kasus menurun walaupun tidak signifikan, yaitu
sebanyak 311 kasus dan kembali menurun pada tahun 2020 yaitu 222 kasus.
Tahun 2021 penemuan kasus gizi buruk mencapai peningkatan yang sangat
signifikan yaitu 686 kasus.

Kategori balita kurus merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks
berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Persentase balita kurus usia 0-59
bulan di Indonesia pada tahun 2021 adalah 2,1%, menurun dibandingkan tahun
2020 (4,3%). Kabupaten Musi Rawas menduduki jumlah balita kurus terbanyak
tahun 2021 sejumlah 12.062 balita, sedangkan yang terendah adalah Kota Lubuk
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Linggau sebanyak 21 balita. Berikut rincian balita kurus di Sumatera Selatan
tahun 2021:

Gambar 5.27
Jumlah Balita Kurus (BB/TB)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Pendek dan sangat pendek atau yang sering disebut sebagai stunting
merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak)
akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau
perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam
berpikir. Stunting muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama
seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit
secara berulang karena higiene dan sanitasi yang kurang baik.

Di Sumatera Selatan, prevalensi balita stunting mencapai 24,8 (Studi
Status Gizi Indonesia/SSGI tahun 2021). Angka ini menurun bila dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 28,98 (SSGBI tahun 2019). Adapun hasil entry
Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun
2021, hasil pengukuran di Bulan Agustus 2021 untuk proporsi balita stunting di
Sumatera Selatan adalah sebesar 2,82%, menurun dari tahun 2020 yang mencapai
7,2%. Akan tetapi, hasil pengukuran ini belum bisa menjadi patokan karena
pengentrian belum 100%.

Pada tahun 2021, Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi balita
stunting adalah Kabupaten OKI sebesar 32% sedangkan kabupaten/kota dengan
persentase terendah adalah Kota Pagar Alam sebesar 15,5%.
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Gambar 5.28
Prevalensi Balita Stunting
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Dalam rangka menerapkan upaya gizi seimbang, setiap keluarga harus
mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota
keluarganya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun
2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Adapun upaya yang dilakukan untuk
mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang
berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai
umur 6 bulan, menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium,
dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi
yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016
tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet
tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak

usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilakukan dengan cara meletakkan bayi
secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit
ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak
tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam maka dianggap
belum sempurna dan tidak melakukan IMD. IMD dan kontak kulit antar ibu dan

bayi sangat bermanfaat meningkatkan motivasi ibu untuk menyusui, membuat ibu
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lebih tenang dan bahagia, mengurangi rasa panik pada bayi baru lahir, serta
meningkatkan fungsi imunitas bayi.

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan
kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau
mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan
mineral). ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena
mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan
kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi
risiko kematian pada bayi.

Kolostrum berwarna kekuningan yang dihasilkan pada hari pertama
sampai dengan hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung
immunoglobulin, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi
lemak dan kalorinya lebih tinggi dengan warna susu yang lebih putih. Selain
mengandung zat makanan, ASI juga mengandung enzim tertentu yang berfungsi
sebagai zat penyerap yang tidak akan menganggu enzim lain di usus. Susu
formula tidak mengandung enzim tersebut sehingga penyerapan makanan
sepenuhnya bergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi.

Cakupan IMD Sumatera Selatan tahun 2021 adalah 84%, meningkat dari
tahun 2020 sebesar 74,4%. Cakupan tertinggi terdapat di Kabupaten Ogan llir,
OKU Timur dan Kota Pagar Alam. Sedangkan cakupan terendah adalah
Kabupaten Empat Lawang. Berikut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5.29
Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
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Target program untuk pemberian ASI eksklusif tahun 2021 adalah sebesar
66%. Cakupan pemberian ASI eksklusif yang terhimpun di Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2021 adalah sebesar 45,4% menurun bila dibandingkan tahun 2020
(51,6%) dan belum mencapai target program. Kabupaten/kota dengan cakupan
pemberian ASI eksklusif tertinggi adalah Kota Pagar Alam vyaitu 76,7%,
sedangkan yang terendah adalah Kabupaten OKU sebesar 13,8% (Lampiran 35).
Cakupan pemberian ASI eksklusif dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.30
Cakupan Bayi < 6 Bulan Mendapatkan ASI Ekslusif
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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b. Penimbangan Balita

Penimbangan balita merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam
pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan setiap bulan bertujuan
sebagai deteksi dini untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh kembang pada
balita. Dengan rutin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau
secara intensif. Jika diketahui berat badan anak tidak naik atau jika ditemukan
anak menderita suatu penyakit, dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan
pencegahan, agar tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin cepat
ditemukan, kasus gizi kurang atau gizi buruk akan semakin cepat ditangani.
Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana kasus anak gizi kurang atau
gizi buruk akan mengurangi risiko kematian sehingga angka kematian akibat gizi

buruk dapat ditekan.
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Kegiatan penimbangan balita di Posyandu merupakan indikator yang
berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan
kesehatan dasar khususnya imunisasi serta prevalensi gizi kurang. Semakin tinggi
cakupan D/S maka akan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, imunisasi, dan
semakin rendah prevalensi gizi kurang.

Cakupan D/S tahun 2021 belum mencapai target provinsi 70%, baru
mencapai 50,7% (390.179 dari 769.632 balita). Cakupan ini menurun
dibandingkan cakupan tahun 2020, yaitu 58,8% (489.631 dari 833.101 balita).
Cakupan D/S belum mencapai target antara lain disebabkan efektifitas kegiatan
posyandu dan kegiatan luar puskesmas belum optimal. Pada tahun 2021,
Kabupaten Musi Rawas menduduki D/S terendah, yaitu 6,7%. Sedangkan
Kabupaten OKU Timur menjadi wilayah dengan cakupan D/S tertinggi (79,2%).
Dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 43 dan gambar berikut:

Gambar 5.31
Persentase Balita Ditimbang D/S
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita 6-59 Bulan

Vitamin A merupakan zat gizi penting yang sangat diperlukan tubuh untuk
pertumbuhan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kekurangan vitamin A
dapat menyebabkan kebutaan pada anak serta meningkatkan risiko kesakitan dan
kematian. Asupan vitamin A dari makanan sehari-hari masih cukup rendah

sehingga diperlukan asupan gizi tambahan berupa kapsul vitamin A.
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Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, anak Balita, dan Ibu Nifas, kapsul vitamin
A merupakan kapsul lunak dengan ujung (nipple) yang dapat digunting, tidak
transparan (opaque), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk dapat masuk ke
dalam mulut balita. Kapsul vitamin A diberikan kepada bayi, anak balita, dan ibu
nifas. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6-11 bulan berwarna biru dan mengandung
retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak
balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol
(palmitat/asetat) 200.000 1U.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu
pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak
setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11
bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali.
Pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas dilakukan sebanyak 2 kali yaitu satu
kapsul segera setelah saat persalinan dan satu kapsul lagi pada 24 jam setelah
pemberian kapsul pertama. Adapun cakupan pemberian vitamin A pada balita
tahun 2021 adalah sebesar 87,3% menurun dari tahun 2020 (81,9%). Kabupaten
PALI menempati cakupan tertinggi pemberian vitamin A pada balita (100,2%)
dan terendah pada Kabupaten Musi Rawas (64,1%). Data pemberian vitamin A
pada balita dapat dilihat pada Lampiran 41. Berikut cakupan pemberian vitamin A
tahun 2021 di Sumatera Selatan:

Gambar 5.32
Cakupan Balita (6-59 Bulan) Mendapat Kapsul Vitamin A
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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d. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEK

Kurang Energi Kronis (KEK) adalah keadaaan dimana seseorang
menderita kekurangan makanan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama
atau menahun yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan dengan tanda-
tanda atau gejala antara lain badan lemah dan muka pucat. Resiko KEK bisa
diketahui dengan cara melakukan pengukuran lingkar lengan atas (LILA) dengan
ambang batas (cut off point) kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil yang menderita KEK
mempunyai resiko kematian ibu mendadak pada masa perinatal atau resiko
melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Pada keadaan ini banyak ibu
yang meninggal karena perdarahan, sehingga akan meningkatkan angka kematian
ibu dan anak.

Untuk mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada ibu hamil KEK ini
perlu diselenggarakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan. PMT
Pemulihan bagi ibu hamil KEK dimaksudkan sebagai tambahan, bukan sebagai
pengganti makanan utama sehari—hari. Pemerintah pada tahun 2021 menargetkan
97% ibu hamil KEK diberikan makanan tambahan. lbu hamil KEK yang
mendapatkan PMT pemulihan tersebut diutamakan berasal dari keluarga miskin
dan diberikan selama 90 hari berturut-turut berupa biskuit lapis atau makanan
lokal, dan setiap 10 hari ibu hamil tersebut dipantau berat badan dan lingkar
lengan atasnya.

Capaian persentase Ibu hamil KEK yang mendapat MT Tahun 2021
sebesar 81,87%, belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu
sebesar 95%.

D. KESEHATAN USIA PRODUKTIF DAN USIA LANJUT

Pelayanan Kesehatan Usia Produktif adalah pelayanan bagi setiap warga
negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam
kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
meliputi:
1. Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
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Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif di Sumatera Selatan tahun
2021 sebanyak 60,2% (Lampiran 48). Cakupan ini meningkat dibandingkan tahun
2020 (39,7%). Adapun cakupan tertinggi pada Kota Prabumulih (100%) dan
terendah pada Kabupaten Empat Lawang (4,4%). Berikut rincian cakupan
pelayanan kesehatan usia produktif per kabupaten/kota tahun 2021.:

Gambar 5.33
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk
warga negara usia 60 tahun ke atas yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang
berwenang diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya maupun pada kelompok lansia dalam bentuk edukasi dan skrining usia
lanjut sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut merupakan jumlah pengunjung
berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal
1 kali dalam kurun waktu satu tahun dengan jumlah semua penduduk berusia 60

tahun ke atas yang ada di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
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Gambar 5.34
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sumsel, 2022
Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Sumatera Selatan mencapai
78,7%, meningkat dari tahun 2020 sebesar 50,9%. Cakupan tertinggi terdapat
pada Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 112,3% dan terendah di Kota Pagar
Alam sebesar 23,8%. Cakupan pelayanan usia lanjut dapat dilihat secara rinci

pada Lampiran 49.
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VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
_—

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian
penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya
penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit
mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.
Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat
dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang.
Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini

penyakit tidak menular tertentu.

A. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
1. Tuberculosis (TBC)

Tuberculosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh
kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang
paru dan sebagian kecil menyerang organ tubuh lainnya. TB paru merupakan
salah satu indikator pada MDG’s. Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan
masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga
menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGS)..
Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut
mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan
intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program.

Data jumlah terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di
Sumatera Selatan tahun 2021 adalah sejumlah 164.139 dengan jumlah tertinggi
terdapat pada Kota Palembang (46.460 kasus) dan terendah pada Kabupaten
Muratara (3263 kasus). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 6.1
Jumlah Terduga Kasus TBC
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Gambar 6.2

Jumlah Penemuan Kasus TBC pada Anak (0-14 Tahun)
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Sumber : Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Pada tahun 2021 jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan

sebanyak 13.514 kasus dengan 478 kasus terjadi pada anak usia 0-14 tahun.

Jumlah kasus TBC yang ditemukan menurun dibandingkan dengan tahun 2020,

yaitu sebanyak 9.382 kasus. Cakupan penemuan kasus TBC pada anak di

Sumatera Selatan tahun 2021 adalah sebesar 11,8%, meningkat dari tahun

sebelumnya sebesar 6,2%.
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Tabel 6.1
Jumlah Kasus, Case Cetection Rate (CDR) dan
Case Notification Rate (CNR) Tuberculosis
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Kabupaten

L

P

Jumlah Semua Kasus
Tuberkulosis

L+P

JUMLAH
CNR

CDR

8.324

Ogan Komering Ulu 308 163 471
2 Ogan Komering Ilir 506 315 821
3 Muara Enim 589 387 976
4 | Lahat 226 143 369
5 Musi Rawas 324 225 549
6 Musi Banyuasin 566 300 866
7 Banyuasin 967 582 1.549
8 OKU Selatan 142 88 230
9 | OKU Timur 349 224 573
10 | Ogan llir 365 189 554
11 | Empat Lawang 72 58 130
12 | PALI 135 91 226
13 | Muratara 177 108 285
14 | Kota Palembang 3.030 1.993 5.023
15 | Kota Prabumulih 307 134 441
16 | Kota Pagar Alam 61 50 111
17 | Kota Lubuk Linggau 200 140 340

5.190

Sumber : Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2022
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah semua kasus

Tuberkulosis (TBC) tertinggi terdapat pada Kota Palembang sebanyak 5.023
kasus dan terendah di Kota Pagar Alam sebanyak 111 kasus.

Case Detection Rate (CDR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang
diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus baru tuberkulosis.
CDR menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh
program. Pada tahun 2021, CDR TBC di Sumatera Selatan mencapai 40,1%.
Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 (27,8%), masih jauh dari angka
CDR yang direkomendasikan oleh WHO yang sebesar >90%.
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Case Notification Rate (CNR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis
yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu
wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan
kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke
tahun di suatu wilayah. Di Sumatera Selatan CNR mencapai 159 kasus per
100.000 penduduk pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2020 yang mencapai
111 kasus per 100.000 penduduk.

Angka Kesembuhan (Cure Rate) adalah persentase pasien tuberkulosis
paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan yang
hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif pada salah
satu pemeriksaan sebelumnya. Di Sumatera Selatan, cure rate tahun 2021 adalah
sebesar 35,7%. menurun dari tahun sebelumnya (76,6%) dengan Kabupaten OKU
Timur mencapai angka kesembuhan tertinggi (74,5%) dan terendah pada Kota
Pagar Alam (1,4%).

Gambar 6.3
Angka Kesembuhan (Cure Rate) TBC
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Angka pengobatan lengkap (Complete Rate/CR) adalah persentase jumlah
pasien tuberkulosis yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana
pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun
tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan. CR di
Sumatera Selatan tahun 2021 adalah sebesar 29,3 (meningkat dari tahun 2020
sebesar 11,6%) dengan jumlah pengobatan lengkap sebanyak 2.967 kasus. CR
tertinggi terdapat di Kota Pagar Alam (56,6%) dan terendah terdapat pada

80

|
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Kabupaten OKU Timur (7,9%). Berikut dapat dilihat pada Gambar 6.4

Gambar 6.4
Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) TBC
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) merupakan indikator yang
digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan
pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan yang
mendapat pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati
dan dilaporkan. Tahun 2021, angka keberhasilan pengobatan Sumatera Selatan
mencapai 48,6% menurun dibandingkan tahun 2020 (59%). Kabupaten Ogan Ilir
menduduki angka keberhasilan pengobatan tertinggi yaitu sebesar 65,8%. Data
success rate dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6.5
Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) TBC
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Gambar 6.6
Tren Success Rate TBC
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 s/d 2021
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Sumber : Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2021

Dilihat dari grafik di atas, kasus TBC yang diobati dan sembuh pada tahun

2021 mencapai 48,6% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 87%. Jika

dibandingkan dengan target kinerja diatas, maka hasil capaian pada tahun 2021

belum mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pengobatan TBC tahun

2021 tidak dapat dilihat karena keberhasilan pengobatan ini dapat dilihat setelah

penderita melakukan pengobatan selama 6 hingga 9 bulan.

Jumlah kematian selama pengobatan TBC sepanjang tahun 2021 di

Sumatera Selatan adalah sebanyak 191 kasus, meningkat dibandingkan dengan

tahun 2020 sebanyak 136 kasus. Adapun kematian terbesar pada Kota Palembang

(49 kasus). Berikut rincian jumlah kematian akibat TBC sepanjang tahun 2021:
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Gambar 6.7
Jumlah Kematian akibat TBC
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Sumber : Bidang P2P Dinkes Prov. Sumsel, 2022

Data penyakit TBCdi Sumatera Selatan tahun 2021 dapat dilihat secara rinci pada

Lampiran 51-52.
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2. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli)
yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur dan
bakteri. Sampai saat ini program dalam pengendalian pneumonia lebih
diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita. Pneumonia pada balita
ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas yaitu adanya nafas cepat,
kadang disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK), dengan
frekuensi nafas berdasarkan usia penderita:
» <2 bulan : < 60/menit
» 2-<12bulan : <50/menit
» 1-<5tahun : <40/menit.

Pelaksanaan program pemberantasan penyakit ISPA adalah bagian dari
pembangunan kesehatan dan merupakan upaya untuk mendukung peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui upaya pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular. Tujuan dari program P2 ISPA vyaitu menurunkan angka
kesakitan ,kematian, resiko kecacatan akibat pneumonia serta upaya peningkatan
kualitas sehingga tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Salah satu
upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan
meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan
kasus pneumonia pada balita di Sumatera Selatan tahun 2021 dapat dilihat pada
gambar di bawah ini:

Gambar 6.8
Cakupan Penemuan Kasus Pneumonia Balita
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
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Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa cakupan penemuan kasus
penderita ISPA/pneumonia balita di Sumatera Selatan sebesar 22,1% dengan
penemuan kasus terbanyak di Kabupaten OKU sebanyak 186,4% (2.257 kasus)
dari total 6.131 kasus.

Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan tatalaksana standar minimal
60% di Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar 88,2%, sama halnya dengan kondisi
tahun sebelumnya. Data kasus pneumonia dapat dilihat secara rinci pada

Lampiran 53.

3. HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menginfeksi sel
darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi
tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat
mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul
karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Orang yang
terinfeksi HIV memerlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan
jumlah virus HIV di dalam tubuh. Virus yang tertekan (tersupresi) tidak
berpotensi menular kepada orang lain, dan orang dengan HIV akan memiliki
kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada stadium awal dan segera
mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang tidak jatuh pada HIV stadium
lanjut (AIDS). Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi potensi masuknya infeksi-
infeksi lainnya yang dikenal dengan 